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Abstract 
Article 21 Income Tax is an income tax imposed on jobs, services, and activities that have been carried out by 
tax subjects in the form of salary, wages, honorarium, allowances, or other income with any name and type in 
connection with work, position and activities. Therefore the study aims to determine the calculation and 
deduction of Article 21 Income Tax on Members of the Regional People's Representative Assembly of Maluku. 
The research method uses a theoretical comparison in government regulations 80 of 2010 article 4 and article 
2. The study results show that the calculation and deduction of article 21 income tax refer to government 
regulations 80 section 4 (2) based on the highest rank and class tariff, which is 15% of gross income and is the 
final. Differences in the determination of the basis for Article 21 income tax rates between government 
regulations No.80 of 2010 and Perdirjen 16/PJ/2016 (by the Treasurer of the Regional People's Representative 
Assembly Secretary) and the results of calculation of article 21 income tax in combination with government 
regulations No.80 of 2010 and Perdirjen 16 / PJ / 2016. There are differences in the advantages and 
disadvantages of withholding income tax 21 Regional People's Representative Assembly members.  
Keywords: Income and tax deductions, income tax 21 income tax, Regional People's Representative Assembly 
members. 
 
Abstrak 
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang 
telah dilakukan oleh subjek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau penghasilan lain dengan 
nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan dan kegiatan. Oleh karena itu penelitian 
bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada anggota 
DPRD Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Metode penelitian menggunakan perbandingan teoritis dalam PP 80 
tahun 2010 pasal 4 dan pasal 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 
mengacu pada PP 80 pasal 4 (2) berdasarkan Pangkat dan Golongan tarif paling tinggi yaitu 15% dari 
penghasilan bruto dan bersifat final. Perbedaan penetapan dasar tarif pajak PPh pasal 21 antara PP No.80 
Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016 (oleh bendahara Sekwan DPRD) dan hasil perhitungan PPh pasal 21 
kombinasi PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016. Terdapat selisih kelebihan dan kekurangan 
pemotongan PPh 21 Anggota DPRD.  
Kata Kunci: Anggota DPRD, Pajak Penghasilan PPh 21, penghasilan dan pemotongan pajak.  
 
 
I. Pendahuluan 
Peranan penting pajak bagi negara adalah sebagai alat penerimaan negara yang 
berfungsi sebagai regulator atau penyelaras perekonomian bangsa. Perpajakan merupakan 
perwujudan peran aktif warga negara sebagai wajib pajak secara langsung dalam membiayai 
pembangunan nasional. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak 
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penghasilan yang menggunakan withholding tax system, yakni pajak terutang atas 
penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak yang harus dibayar kepada Negara, seperti 
gaji, honorariumn tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungna 
pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 
(PP No.80 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2).  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku merupakan 
Instansi Pemerintah yang mengelola Keuangan Daerah yang tercantum dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari Dana Anggaran Pemerintah Belanja 
Daerah (APBD). Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan negara merupakan tugas dari 
bendahara pemerintah yang telah ditunjuk oleh pimpinan melalui surat keputusan. 
Bendaharawan pemerintah memiliki posisi sangat strategis, terlebih lagi dalam optimalisasi 
pengumpulan penerimaan negara. Bagaimana tidak, total 2.540,4 triliun rupiah dianggarkan 
untuk belanja negara dalam APBN tahun 2020, dengan komposisi 1.683,5 triliun rupiah 
belanja Pemerintah Pusat dan 856,9 triliun rupiah transfer ke daerah dan dana desa. Belanja 
negara ini tentunya melibatkan para bendaharawan pemerintah. Unsur perpajakan pun ada di 
dalamnya. Bendaharawan pemerintah memiliki andil dalam pengumpulan target pendapatan 
negara sebesar 2.233,2 triliun rupiah melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas 
belanja negara yang dilakukan. Urgensi kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah pun 
layak untuk dikedepankan dalam upaya optimalisasi pengumpulan pendapatan negara. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
menjelaskan pengertian bendahara sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk 
dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang 
atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.  Bendahara pemerintah Sekretariat 
DPRD Provinsi Maluku merupakan Pemotong Pajak. Salah satunya adalah Pemotongan PPh 
pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota 
DPRD. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah pegawai (pegawai tetap dan 
tidak tetap) Bukan pegawai, peserta kegiatan, dan penerima pesangon, pensiun. ASN dan 
Anggota DPRD merupakan Pegawai tetap pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. 
Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi ASN kantor sekretariat DPRD 
Provinsi Maluku untuk gaji dan Tunjangan lain yang melekat bersifat tidak final dan 
ditanggung oleh Negara, sedangkan untuk tunjangan kinerja daerah dan tunjangan lain-lain 
diluar gaji bersifat final mengacu pada PMK 231/PMK.03/2019. Untuk Anggota DPRD 
perhitungan dan pemotongan PPh 21 untuk tunjangan yang diterima bersifat final. Padahal 
untuk Anggota DPRD merupakan Pegawai tetap yang perhitungan dan pemotongan PPh 
pasal 21 harus mengacu pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan dan bersifat tidak 
final. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan Kajian Perhitungan dan 
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. 
II. Metode Penelitian 
2.1 Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan 
PPh Pasal 21 adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini tepat digunakan karena setelah 
data dikumpulkan, data akan dianalisis dan diinterpretasikan. Menurut Gulo (2000:19), 
penelitian deskriptif dikatakan lebih luas karena tidak hanya meneliti masalah tapi juga 
menguraikan faktor yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dalam penelitian deskriptif 
penulis akan melakukan pengumpulan dan penyusunan data, setelah itu data akan dianalisis 
dan diinterpretasikan. 
2.2  Sumber Data 
Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yakni data yang bersumber dari 
kejadian aktual ketika peristiwa terjadi, data penghasilan Anggota DPRD Provinsi Maluku 
yang diterimakan antara lain :Tunjangan uang representasi, Tunjangan Keluarga,Tunjangan 
Beras, Tunjangan Perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, Tunjangan Jaminan 
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Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian, Tunjangan Operasional, Tunjangan Uang 
Komunikasi, Tunjangan Komisi, data sekunder yaitu dokumen dan laporan yang berkaitan 
dengan penelitian. 
2.3 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi pada Sekretariat Dewan Provinsi Maluku, serta mewawancarai informan 
yang bersangkutan.  
2.4  Analisis Data 
Tahap-tahap Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:  
1. Analisis penghasilan yang diterima Anggota DPRD Provinsi Maluku yang merupakan 
pegawai tetap 
2. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas Anggota DPRD Provinsi Maluku 
yang merupakan pegawai tetap disesuaikan dengan PER16/PJ/2016.  
3. Menginterprestasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan 
masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. 
III. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Penghasilan yang diterima Anggota DPRD Provinsi Maluku 
Sekretariat DPRD Provinsi Maluku memiliki 2 jenis pegawai tetap antara lain 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota DPRD. Anggota DPRD Provinsi Maluku 
berjumlah 43 orang, 1 Ketua, 4 Wakil Ketua dan 38 Anggota. Penghasilan yang diterima 
oleh Anggota DPRD antara lain Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, 
Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Tunjangan Operasional, Uang paket, Uang 
Komunikasi, Tunjangan Komisi, Tunjangan badan Musyawarah, Tunjangan Pembentukan 
Peraturan, Tunjangan Badan naggaran, dan Tunjangan Badan Kehormatan.    
Imbalan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku kepada Anggota DPRD 
setiap bulan merupakan penghasilan secara teratur, yakni penghasilan berupa gaji, atau upah, 
segala macam tunjangan, imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik 
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur sesuai 
dengan PER-16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 15. 
3.2  Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Anggota DPRD Maluku 
Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 oleh bendahara Sekretariat DPRD 
Provinsi Maluku atas penghasilan Anggota DPRD Provinsi Maluku menggunakan Peraturan 
Pemerintah No. 80 Tahun 2010 Pasal 4 ayat 2 yakni Perhitungan PPh 21 bersifat Final 
dengan tarif 15% dikalikan penghasilan bruto. Sampel perhitungan ini pada periode bulan 
Januari 2020 untuk 6 Anggota DPRD.  
Rekapitulasi penghasilan bruto bulan Januari 2020 sebesar Rp. 260.720.000,00.- 
dengan PPh 21 terhutang sebesar Rp. 39.108.000,-. Berdasarkan analisis perhitungan PPh 
pasal 21 untuk anggota DPRD seharusnya menggunakan PP 80 tahun 2010 pasal 2 ayat 3 
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 
menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah 
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, 
dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.  
Jumlah anggota DPRD Provinsi Maluku sebanyak 43 orang. Perhitungan 
penghasilan Anggota DPRD yang menjadi sampel penelitian sebanyak 6 orang pada periode 
bulan Januari tahun 2020 berkisar antara Rp. 26.091.000,- s.d Rp. 52.981.000,-. 
sebagaimana disajikan pada Tabel 1.  
Hasil rekapitulasi penghasilan kena pajak dan PPh 21 setahun disajikan pada Tabel 2 
menunjukkan Besarnya Penghasilan Netto Setahun adalah jumlah seluruh Penghasilan bruto 
sebulan dikurangi dengan Biaya jabatan 5% dari Penghasilan bruto setingi-tingginya 
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500.000 sebulan atau 6.000.000 setahun dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
kematian sesuai dengan PER-16/PJ/2016 pasal 10 ayat (3). Berdasarkan hasil perhitungan 
pada Tabel 2 berkisar antara 250.815.520 sampai dengan 629.512.800,-. 
 
Tabel 1.  Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Honorarium1 
 
Nama1 Jabatan 
Status 
Kawin 
Penghasilan 
Bruto (Rp) 
Perhitungan 
PPh 21 (15%) 
Responden 1 Ketua K/1 26.922.500 4.038.375 
Responden 2 Wakil K/2 22.091.000 3.313.650 
Responden 3 Anggota K/3 52.850.500 7.934.100 
Responden 4 Anggota K/1 52.894.000 7.947.150 
Responden 5 Anggota TK/0 52.981.000 7.927.575 
Responden 6 Anggota K/0 52.981.000 7.947.150 
Jumlah 260.720.000 39.108.000 
Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, 2020 
 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1 sebesar 54.000.000 (TK/0) untuk orang pribadi dan 
tambahan 4.500.000 untuk wajib pajak kawin (K/0) menjadi 58.500.000 dan 4.500.000 
tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan (K/1) sebesar 
63.000.000, K(2) 67.500.000 dan K/3 sebesar 72.000.000. 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP dan 
merupakan Dasar pengenaan Pajak sesuai dengan PER-16/PJ/2016 pasal 10 ayat (2a). 
berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 PKP berkisar antara 191.315.520 sampai dengan 
575.512.800,-  dan sesuai dengan Pasal 17 UU no. 36 tahun 2008 dalam Tabel tersebut 
terdapat tiga lapisan penghasilan kena pajak antara lain 1). 50.000.000 sampai dengan 
250.000.000., 2) 250.000.000 – 500.000.000 dan 3) lebih besar dari 500.000.000,- 
 
Tabel 2. Perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh 21 Setahun 
 
Nama 
Status 
Kawin 
Penghasilan 
Netto 
Setahun 
PTKP 
Penghasilan 
Kena Pajak 
Perhitungan PPh 21 
Total PPh  
21 Setahun 5% 15% 25% 30% 
Responden 1 K/1 316.724.400 63.000.000 253.724.400 2.500.000 30.000.000 931.100.000 - 33.431.100 
Responden 2 K/2 258.815.520 67.500.000 191.315.520 2.500.000 21.197.328 - - 23.697.328 
Responden 3 K/3 627.946.800 72.000.000 555.946.800 2.500.000 30.000.000 62.500.000 16.784.040 111.784.040 
Responden 4 K/1 628.468.800 63.000.000 565.468.800 2.500.000 30.000.000 62.500.000 19.638.240 114.638.240 
Responden 5 TK/0 629.512.800 54.000.000 575.512.800 2.500.000 30.000.000 62.500.000 22.653.840 117.653.840 
Responden 6 K/0 629.512.800 58.500.000 571.012.800 2.500.000 30.000.000 62.500.000 21.303.840 116.303.840 
Sumber : Analisis data, 2020 
 
Pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhutang setahun adalah tarif  pajak 
progresif dikalikan lapisan PKP sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 17. 
Berdasarkan Tabel 2 responden 2 tarif yang dipakai adalah sampai dengan 15%, yang mana 
perhitungan PPh 21 adalah 5% dikalikan dengan lapisan Penghasilan 1 (5% x 50.000.000) 
sebesar 2.500.000 dan 15% dikalikan dengan lapisan penghasilan 2 jumlah PKP dikurangi 
Lapisan Penghasilan 1 (15% x (191.315.520 – 50.000.000) sebesar 21.397.218 sehingga 
total PPh 21 setahun Responden 2 adalah 23.697.328., untuk responden 1 tarif yang berlaku 
adalah paling tinggi 25% dengan perhitungan a) 5% dikalikan 50.000.000 sebesar 
2.500,000, b) 15% dikalikan 200.000.000 (lapisan Penghasilan 2 dikurangi Lapisan 
penghasilan1) sebesar 30.000.000, dan c) 25% dikalikan 53.724.400 (Lapisan Penghasilan 3 
dikurangi lapisan penghasilan 1 dan 2) sebesar 33.431.100., dan responden 3 sampai dengan 
6 mencapai tarif paling tinggi yaitu 30%, perhitungan PPh 21 adalah 1) 5% dikalikan 
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50.000.000, 2) 15% dikalikan 200.000.000, 3) 25% dikalikan 250.000.000 dan 4) 30% 
dikalikan (selisih total PKP – 500.000.000). sebagaimana disajikan secara lengkap pada 
Tabel 2. 
Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari 6 Anggota DPRD Provinsi 
Maluku selanjutnya dilakukan perbandingan pengenaan tarif pajak berdasarkan PP No.80 
Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016 untuk melihat selisih pengenaan tarif pajak diantara 
kedua peraturan perundangan pajak. Pengenaan tarif PPh 21 berdasarkan PP No.80 Tahun 
2010 pasal 4 ayat 2 dengan penetapan tarif pajak maksimal 15%  untuk ke-6 responden 
berkisar antara Rp. 3.313.650,-  s.d  Rp. 7.947.150,-. Sementara pengenaan tarif PPh 21 
berdasarkan PP 80 tahun 2010 Pasal 2 dan PER-16/PJ/2016 dengan tarif pajak progresif 
untuk masa januari 2020 diperoleh dari total pajak setahun pada Tabel 2 dibagi 12 bulan dan 
pada Tabel 3 menunujukkan bahwa PPh 21 berkisar antara Rp. 1.766.444,- s.d Rp. 
9.804.487. Hasil selisih kedua peraturan perundangan tersebut adalah berkisar antara 
Rp.(1.387.762) s.d Rp. 1.338.873,- 
 
Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh 21 menurut PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016  
Nama 
Perhitungan  
(PP 80 Tahun 2010 
Pasal 4 ayat (2)) 
Perhitungan PPh 21 
(PP 80 tahun 2010 
Pasal 2 dan PER-
16/PJ/2016) 
 
 
Selisih 
Responden 1 4.038.375         2.785.925 1.252.450 
Responden 2 3.313.650 1.766.444 1.338.873 
Responden 3 7.927.575 9.315.337 (1.387.762) 
Responden 4 7.934.100 9.553.387 (1.619.287) 
Responden 5 7.947.150 9.804.487 (1.867.337) 
Responden 6 7.947.150 9.691.987 (1.744.837) 
Jumlah           39.108.000        43.125.899  
Sumber : analisis data, 2020 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa selisih (lebih/kurang) perhitungan dan pemotongan 
PPh pasal 21 untuk ke-6 responden dikarenakan besaran lapisan penghasilan kena pajak 
yang menjadi dasar pengenaan pajak menggunakan tarif progresif paling tinggi 30% .  
Pembayaran Penghasilan baik uang Representatif, Tunjangan Transportasi harus 
mengacu pada aturan PP 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja 
negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai dasar perhitungan. 
Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku menggunakan PP 80 tahun 2010 Pasal 4(2) 
sebagai dasar perhitungan dan pemotongan PPh 21 sehingga penetapan tarif pajak 
perhitungan PPh 21 untuk golongan 1 dan 2 dikenakan 0%, golongan 3 dikenakan 5%, dan 
golongan 4 dikenakan 15%.  
Menurut PP 80 pasal 2 ayat (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas 
penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD 
ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN dan/atau APBD, dan pasal 2 ayat (2) 
penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi: a. Pejabat 
Negara, untuk: 1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau 
2)imbalan tetap sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undanganPajak Penghasilan. Dalam kasus ini Anggota DPRD merupakan pejabat Negara 
sesuai dengan PP 80 pasal 2 (2) memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara 
teratur maka Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan PP 80 
tahun 2010 Pasal 2 (3) yakni Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan 
atau biaya pensiun, iuran pensiun, iuran JKK/JKM dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan 
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dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan dasar Penghasilan Kena Pajak yaitu 
sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. 
 
IV. Kesimpulan dan Saran 
4.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 
mengacu pada PP 80 pasal 4 (2) berdasarlan Pangkat dan Golongan tarif paling tinggi yaitu 
15% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Perbedaan penetapant dasar tarif pajak PPh 
pasal 21 antara PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 16/PJ/2016 (oleh bendahara Sekwan 
DPRD) dan hasil perhitungan PPh pasal 21 kombinasi PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 
16/PJ/2016, sehingga terdapat selisih kelebihan dan kekurangan pemotongan PPh 21 Anggota 
DPRD. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 oleh Bendahara Sekretariat DPRD 
Provinsi Maluku seharusnya mengacu pada PP 80 Pasal 2 ayat (3) yakni Besarnya Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Anggota DPRD sebagai Pejabat Negara dihitung dengan menerapkan 
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan 
bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, iuran 
JKK/JKM dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. 
4.2 Saran 
Dasar penetapan tarif pajak PPh pasal 21 antara PP No.80 Tahun 2010 dan Perdirjen 
16/PJ/2016 perlu disosilisasikan secara komprehensif kepada para wajib pajak di jajaran 
Sekretariat DPRD provinsi Maluku. Sehingga  perhitungan dan pemotongan pajak dapat 
berlangsung dengan efektif dan holistic. 
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